BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna mengakomodir Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, Mahkamah Agung RI membentuk kualifikasi khusus
untuk para pelamar CPNS Formasi Disabilitas. Kualifikasi tersebut salah
satunya diatur dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.
1589/SEK/KP.00.3/11/2019 tentang Verifikasi Fisik Pelamar CPNS Formasi
Disabilitas yang di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI
menerima pelamar CPNS Formasi Disabilitas dengan kategori:

a) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, dan

b) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda.
Surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut dapat menimbulkan
potensi diskriminasi kepada para penyandang disabilitas yang berada di luar
kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI seperti penyandang
disabilitas yang di antaranya:

a) Tuna Daksa (Yang membutuhkan alat bantu jalan seperti kursi roda),

b) Tuna Netra,

¢) Tuna Rungu, dan

d) Tuna Wicara.

Selain itu, dengan adanya surat seperti yang telah disebutkan di atas,
Mahkamah Agung RI berpotensi dinilai semata-mata hanya menggugurkan
kewajiban Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
yang di dalamnya mengharuskan bagi instansi pemerintahan membuka
kesempatan sebanyak 2% dari seluruh jumlah pegawai yang dimiliki oleh
instansi tersebut. Sedangkan di Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 jumlah
pegawai penyandang disabilitas yang dimiliki hanya sebesar 0,002%.

Dalam melaksanakan perencanaan (planning), Mahkamah Agung RI
mengimplementasikan kebijakan yang setara untuk pegawai penyandang

disabilitas dengan pegawai non-disabilitas yang berada di lingkungan
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Mahkamah Agung RI. Atau dengan kata lain, Mahkamah Agung RI tidak
membentuk dan menerapkan kebijakan khusus untuk para pegawai penyandang
disabilitas. Hal ini dikarenakan sejak proses penerimaan atau rekrutmen
pegawai atau rekrutmen pegawai, Mahkamah Agung RI hanya menerima
pelamar CPNS Formasi Disabilitas dengan kategori ringan atau penyandang
disabilitas yang dapat bekerja secara mandiri dan tidak membutuhkan bantuan
dari orang lain. Perencanaan (planning) yang diimplementasikan oleh
Mahkamah Agung RI yang memberlakukan pegawai penyandang disabilitas
secara setara dengan pegawai non-disabilitas juga berlaku dalam proses
penilaian pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, promosi, dan mutasi.

Pengorganisiran (organizing), pengarahan (actuating), dan pengontrolan
(controlling) juga tidak berbeda dengan perencanaan (planning) yang
diberlakukan oleh Mahkamah Agung RI untuk para pegawai penyandang
disabilitas. Dalam proses pengorganisiran (organizing), pengarahan (planning),
dan pengontrolan (controlling) pegawai penyandang disabilitas di Mahkamah
Agung RI, Mahkamah Agung RI memberlakukan tindakan yang setara antara
pegawai penyandang disabilitas dengan pegawai non-disabilitas, hal tersebut
didasarkan dengan alasan yang sama seperti yang telah di jelaskan dalam
pembahasan perencanaan (planning).

Namun dengan mengimplementasikan kebijakan yang setara antara
pegawai penyandang disabilitas dengan pegawai non-disabilitas, pegawai
penyandang disabilitas terkadang mengalami kendala yang menyulitkan seperti
yang dijelaskan oleh salah satu narasumber yang merupakan salah satu pegawai
penyandang disabilitas yang merupakan tuna daksa pada kaki sebelah kiri di
Mahkamah Agung RI yang pada awalnya beliau merupakan pelamar CPNS
Formasi Disabilitas yang berasal dari Bangka, namun beliau harus ditugaskan
di Mahkamah Agung RI yang berada di DKI Jakarta. Hal tersebut jelas

menyulitkan beliau dengan keterbatasan yang beliau miliki.

B. Saran
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Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1589/SEK/KP.00.3/11/2019
tentang Verifikasi Fisik Pelamar CPNS Formasi Disabilitas mencerminkan
langkah penting dalam inklusi penyandang disabilitas di lingkungan
pemerintahan. Dalam pelaksanaan penerimaan CPNS Formasi Disabilitas,
Mahkamah Agung RI harus mengembangkan standar yang transparan dan adil
untuk menentukan kualifikasi disabilitas. Standar ini harus mencakup kriteria
yang jelas mengenai jenis dan tingkat disabilitas yang dapat diterima tanpa
diskriminasi. Dengan demikian, proses penerimaan dapat memastikan bahwa
penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkarier di
Mahkamah Agung RI.

Selain transparansi dalam kualifikasi, Mahkamah Agung RI harus
mempersiapkan berbagai fasilitas yang mendukung kinerja pegawai
penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut mencakup aksesibilitas fisik seperti
ramp, lift, dan toilet khusus yang ramah disabilitas. Selain itu, diperlukan
teknologi asistif seperti perangkat lunak pembaca layar untuk tunanetra dan
perangkat bantu dengar untuk tunarungu. Penyediaan fasilitas ini tidak hanya
menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga komitmen terhadap
keberagaman dan inklusi di lingkungan kerja.

Mahkamah Agung RI juga perlu mengadakan pelatihan bagi seluruh staf
mengenai cara berinteraksi dan bekerja sama dengan rekan kerja penyandang
disabilitas. Pelatihan ini akan meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap
kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dengan pelatihan yang tepat,
pegawai non-disabilitas dapat lebih memahami bagaimana mendukung rekan
kerja mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini akan menciptakan
lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis, di mana semua pegawai merasa
dihargai dan didukung.

Selain persiapan internal, Mahkamah Agung RI harus aktif melakukan
sosialisasi terkait penerimaan CPNS Formasi Disabilitas kepada masyarakat
luas. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk media

sosial, website resmi, dan seminar atau workshop. Informasi yang disampaikan
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harus mencakup detail mengenai persyaratan, proses seleksi, dan fasilitas yang
disediakan untuk pelamar disabilitas. Dengan sosialisasi yang efektif,
diharapkan lebih banyak penyandang disabilitas yang mengetahui dan tertarik
untuk mendaftar sebagai CPNS di Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI juga perlu bekerja sama dengan organisasi
penyandang disabilitas untuk menjangkau calon pelamar yang memenuhi
syarat. Organisasi ini dapat memberikan masukan berharga mengenai
kebutuhan spesifik penyandang disabilitas dan membantu dalam menyebarkan
informasi penerimaan CPNS. Kemitraan dengan organisasi penyandang
disabilitas juga dapat membantu dalam memonitor dan mengevaluasi proses
penerimaan agar tetap sesuai dengan prinsip inklusivitas. Kerja sama yang baik
dengan organisasi penyandang disabilitas akan memperkuat upaya Mahkamah
Agung RI dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung RI dapat memastikan
bahwa penerimaan CPNS Formasi Disabilitas berjalan dengan lancar dan
efektif. Selain itu, implementasi kebijakan yang inklusif akan meningkatkan
reputasi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang mendukung keberagaman
dan kesetaraan. Akhirnya, keberhasilan dalam menerima dan memberdayakan
pegawai penyandang disabilitas akan memberikan dampak positif bagi kinerja
dan citra Mahkamah Agung RI di mata publik. Inisiatif ini tidak hanya
memenuhi tanggung jawab hukum tetapi juga tanggung jawab moral untuk

mendukung hak-hak penyandang disabilitas.
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